PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI

(Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah R.I
Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015, tanggal 28 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONES!A,

Menimbang :

a.

bahwa untuk meningkatkan status kelembagaan
dan tertib administrasi badan hokum koperasi
sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

- tentang Perkoperasian dan ketentuan Pasal 9

ayat (1), ayat (2), dan lampiran huruf g Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer-
intahan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan
system dan prosedur pembentukan, pengesahan
akta pendirian, perubahan anggaran dasar, peng-
gabungan, pembagian dan peleburan serta pem-
bubaran koperasi agar dapat memberikan kepas-
tian hukum; 4

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Per-
‘aturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia tentang Kelem-
bagaan Koperasi.

bahwa untuk menjamin pelaksanaan Rapat Ang-
gota sebagaimana dimaksud pada ‘huruf a dan
huruf b, perlu pengaturan mengenai Penysleng-
garaan Rapat Anggota Koperasi yang dapat di-
pedomani oleh para pemangku kepentingan kop-
erasi; -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan. Menengah tentang Penyeleng-
garaan Rapat Anggota Koperasi;

Mengingat :

i1

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1892 Nomor 116, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang—Undan‘g Nomor : 23 Tahun 2014 tentang

10.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1294 ten-
tang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koper-
asi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negaran
Republik Indonesia Nomor 3540); ‘
Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1994
tentang Pembubaran Koperasi pleh Pemerintah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3549);

Peraturan’ Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 ten-
tang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1998
tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3744};

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2015 ten-
tang Organisasi Kementerian NegarallLembaran
Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
8);

Peraturan Presiden Nomor : 62 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

‘Menengah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 106);

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Namor : 19.5/Per/M.KUKM/
VIIl/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi
Koperasi Indonesia; ;
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil ‘dan
Menengah Nomor 10/Per/M. KUKM/IX/2015
tentang Kelembagaan Koperasi;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KE-
CIL DAN MENENGAH TENTANG PENYELENGGARA-
AN RAPAT ANGGOTA KOPERASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM p
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggot-
akan aorang seorang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi "sekaligus sebagai gerakan eko-
nomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluar-
gaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan
oieh dan beranggotakan orang seorang.

Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan
oleh dan beranggotakan koperasi.

Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggara-
kan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pen-
gurus dan pengawas.

Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota

" yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan

yang mengharuskan adanya keputusan cepat/
segera yang wewenangnya ada pada Rapat Ang-
gota. ‘ ;
‘Anggota Koperasi adalah masyarakat yang telah
bergabung dalam koperasi berdasarkan.peraturan
perundang-undangan dan tercantum dalam Ang-
garan Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi,
vang berkedudukan sebagai pemilik dan peng-
guna jasa/pelanggan kaperasi.

Kuorum adalah jumiah 'minimal‘peserta rapat yang
hadir yangharus dipenuhi untuk sahnya pelaksa-
naan Rapat Anggota. :
Musyawarah dan mufakat adalah cara pengam-
bilan keputusan rapat berdasarkan pada pemba-
hasan bersama dengan maksud mencapai kata
mufakat tanpa melalui voting.

Voting adalah keputusan bersama yang melalui
pemungutan"suara dengan suara terbanyak.
Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi
yang bertanggungjawab penuh atas kepenguru-
san koperasi untuk kepentingan dan tujuan kop-

11.

12.

13.

erasi, serta mewakili koperasi baik di dalam mau-
pun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar.

Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi
yang bertugas mengawasi dan memberikan nasi-
hat kepada pengurus.

Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi
koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersi-
fat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tu-
juan koperasi. .
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik indo-

. nesia yang mémegang kekuasaan pemerintahan

14.

15.

16.

17.

negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimak-
sud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan ltugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaima-
na dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelénggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan:
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemer-
intah Pusat kepada daerah otonom untuk melak-
sanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari
Pemerintah Daerah provinsi kepada Daeraﬁ kabu-
paten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan-yang menjadi kewenangan Daerah
provinsi,

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang
untuk membuat akta autentik dan memiliki ke-
wenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Notaris atau berdasar-
kan undang-undang lainnya. 1

BAB H
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
" Pasal 2

Tujuan Peraturan ini merupakanacuan kepada .
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gerakan koperasi dan masyarakat dalam penyelengga-
raan Rapat Anggota koperasi sesuai dengan ketentu-
an peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
dalam rangka meningkatkan partisipasi dan penga-
wasan anggota atas pengelolaan koperasi.

Bagian Kedua.
Sasaran
Pasa! 3

Sasaran Peraturan ini adalah :

a.

(4)

(8)

tersedianya acuan bagi pejabat Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kotayang membidangi koperasi dan instansi ter-
kait dalam melakukan pembinaan koperasi;
tersedianya acuan bagi gerakan koperasi dalam
menyelenggarakan Rapat Anggota secara sah
dan dapat dipertanggungjawabkan;
meningkatnya pemaharnan anggota dan masyara-
kat tentang penyelenggaraan Rapat Anggota;
meningkatnya kualitas koperasi.

BAB Il
KEDUDUKAN, WEWENANG DAN
JENIS RAPAT ANGGOTA
Bagian Kesatu
Kedudukan Rapat Anggota
Pasal 4
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan
tertinggi didalam pengambilan keputusandi ko-
perasi, sebagai pelaksanaan prinsip demaokrasi,
transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola
koperasi; ‘
Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi pal-
ing sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku,
khususnya untuk meminta keterangan dan per-
tanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam
melaksanakan tugasnya;
Dalam Rapat Anggota koperasi_primerharus di-
hadiri anggota yang tercatat dalam daftar ang-
gota dan setiap anggota ‘mempunyai satu hak
suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan;
Dalam Rapat Anggota koperasi sekunder,hak su-
ara ditetapkan secara proporsional (berimbang)
sesuai dengan jumlah angdota koperasi primer
yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daf-
tar anggota sertadiatur dalam Anggaran Dasar;
Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan meng-
gunakan sistem kelompok yang ketentuannya

diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga/Peraturan Khusus koperasi;

Bagian Kedua
Wewenang Rapat Anggota
Pasal b

Rapat Anggota berwenang :

a.

(1)

(2)

(3)

menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi,
manajemen dan usahaserta keuangan koperasi;
menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar;
memilih, mengangkat dan memberhentikan Pen-
gurus dan Pengawa's; ;
menetapkan rencana Kkerja,
pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesa-
han laporan keuangan;

meminta keterangan dan mengesahkan per-
tanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan
tugasnya; Y

meminta keterangan dan mengesahkan pertang-
gungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan
tugasnya;

menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; .
memutuskan pengdabungan, peleburan, pemba-
gian dan pembubaran koperasi;

menetapkan keputusan tain dalam batas yang di-
tentukan dalam Anggaran Dasar.

rencana anggaran

Bagian Ketiga
Jenis Rapat Anggota
Pasal 6
Jenis Rapat Anggota terdiri dari : Rapat Anggota
dan Rapat Ang'gota Luar Biasa;
Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1)
diatas dapat berupa Rapat Anggota Khusus dan
Rapat Anggota Tahunan;
Rapat Anggota Khusus membahas dan memutus-
kan antara lain :
a. program kerja, dan rencana kerja tahun beri-
kutnya;
pengemba‘ngan usaha;
¢.. penambahan modal penyertaan dalam rangka
pemupukan modal;
d. menetapkan batas maksimal bunga pinjaman
dan imbalan;
e. membentuk danbergabung dengan koperasi
sekunder;
f. menunjuk akuntan publik untuk melakukan
audit;
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(1)

(2)

(3)

(4)

g. keputusan untuk melakukan investasi;

h. membahas
Penggabungan, Pembagian, Peleburan atau
Pembubaran koperasi, serta

perubahan Anggaran Dasar,

i. hal-hal lain yang terkait dengan pengemban-
gan koperasi yang tidak dibahas dalam Rapat
Anggota Tahunan

Pasal 7

Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawa-

ban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal
dengan Rapat Anggota Tahunan {RAT);

Rapat Anggota membahas penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dilak-

sanakan sebelum akhir tahun buku atau sebelum

memasuki tahun berikutnya;

Pembahasan pertanggungjawaban Pengurus me-

liputi antara lain:

a. Laporan pertanggungjawaban tahunan Pen-
gurus selama 1 (satu) tahun buku lampau
yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu: aspek

" kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuan-
gan, serta kejadian penting yang perlu dilapor-
kan kepada anggota;

b. Materi laporan pertanggungjawaban pengu-
rus sekurang-kurangnya memuat perkemban-
gan kondisi laporan keuangan,
perkembangan usaha, serta evaluasi rencana/
target dan pencapaian program;

¢. Masalah-masalah lain terkait pengembangan
koperasi yang diajukan oleh Pengurus atau
para anggota koperasi;

Pembahasan pertanggungjawaban

meliputi antara lain:

a. Laparan hasil pengawasan selama 1 (satu) ta-
hun buku lampau, yang didalamnya sekurang-
kurangnya meliputi 3 aspek vaitu: aspek
kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuan-
gan;

b. Materi laporan pertanggungjawaban penga-
was sekurang-kurangnya memuat hasil pen-

organisasi,

Pengawas

gawasan berkala, hasil pengawasan tahunan,
serta rekomendasi hasil pengawasan yang di-
lakukan terhadap jalannya koperasi;

c. Masalah-masalah lain terkait pengawasan
jalannya pengelolaan koperasi yang diajukan
oleh Pengawas atau para anggota koperasi;

(5)

{B8)

(1)

{3)

(4)

Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan diatur

sebagai berikut :

a. Rapat Anggota Tahunan diadakan 1 {satu) kali
dalamsetahun dan dilaksanakan paling lambat
dalam jangka waktu 6 {enam) bulan setelah
tutup buku;

b. Penyelenggara Rapat Anggota wajib menyam-
paikan pe:mberitahuan secara tertulis kepada
anggota paling lambat 7 {tujuh} hari kerja se-
belum penyelelnggaraan Rapat Anggota, yvang
memuat informasi tentang waktu, tempat dan
agenda yang akan dibahas dalam Rapat Ang-
gota. Pemberitahuan tersebut wajib dilampiri
bahan-bahan Rapat Anggota yang akan dijadi-
kan agenda pembahasan;

¢. Penundaan terhadap pelaksanaan Rapat Ang-
gota Tahunan oleh koperasi harus diberita-
hukan pada anggota dan pejabat yang ber-
wenang;

¢. Dalam hal Rapat Anggota Tahunan menolak
dan tidak menerima laporan pertanggung-
jawaban pengurus, sebagian atau seluruhnya,
maka Rapat Anggota membentuk tim untuk
melakukan verifikasi.

Rapat Anggotapendirian atau pembentukan ko-

perasi oleh para pendiri atau anggota pendiri,

menetapkan Anggaran Dasar koperasi, Neraca

Awal, Rencana Kerja selama 2 (dua) tahun dan

menetapkan kuasa pendiri untuk mengurus pen-

gajuan permchonan pengesahan pendirian kop-
erasi pada pejabatyang berwenang.

Pasal 8
Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan
oleh Pengurus koperasi atas permintaan anggota
atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota-
karena berbagai alasan yang sangat penting dan
mendesak;
Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan
atas usul anggota paling sedikit 1/5 (satu per
lima) dari jumiah anggota koperasi.
Permintaan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar
Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2} disampai-
kan secara tertulis kepada pengurus dengan tem-
busan Pejabat yang berwenang;
Jika dalam waktu 1 (satul bulan setelah pengu-
rus menerima permintaan Rapat Anggota Luar Bi-
~asa ternyata pengurus tidak melaksanakan rapat
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(1)

(2)

{3)

(4)

(5)
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tanpa alasan yang dapat diterima sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan (2), maka anggota dan
pengurus yang meminta rapat dapat membentuk
panitia untuk menyelenggarakan Rapat Anggota
Luar Biasa atas biaya koperasi;

BAB IV
PERSYARATAN, KUORUM DALAM
RAPAT ANGGOTA
Bagian Kesatu
Persyaratan Rapat Anggota
Pasal 9
Rapat Anggota waijib dihadiri oleh Anggota, Pen-
gurus dan Pengawas;
Rapat Anggota koperasi primer wajib dihadiri oleh
anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan
menandatangani daftar hadir;
Rapat Anggota koperasi sekunder wajib dihadiri
oleh wakil-wakil yang mendapat mandat tertulis
dari rapat anggota koperasi yang menjadi aﬁggot-
anya;
Penyelenggara Rapat Anggota adalah pengurus
atau panitia penyelenggara rapat anggota yang
dibentuk oleh anggota yang diatur dalam Angga-
ran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
Rapat Anggota koperasi wajib menetapkan pimpi-
nan dan sekretaris rapat yang berasal dari ang-
gota, bukan berasal dari unsur pengurus dan

pengawas, untuk memimpin jalannya Rapét Ang-

gota;

Bagian Kedua
Kuorum
Pasal10
Rapat Anggota koperasi wajib memenuhi kuo-

rum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dimuat dalam Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, dengan ke-
tentuan sebagai berikut;

a.

Rapat Anggota koperasi dinyatakan kuorum apa-
bila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah)
plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat
dalam daftar anggota;

Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimak-
sud pasal 8 ayat (2} dinyatakan sah apabila dis-
etujui paling sedikit 2/3 {dua per tiga) dari jumlah
anggota yang tercatat dalam daftar anggota;

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB V
TATA CARA PENYELENGGARAAN
RAPAT ANGGOTA
Bagian Kesatu
Persiapan Rapat Anggota

Pasal 11 .
Penyelenggara Rapat Anggota menyiapkan daftar
hadir dan tata tertib Rapat Anggota.
Daftar hadir sebagaimana dimaksud ayat {1} pal-
ing sedikit memuat data anggota peserta rapat,

yaitu:

a. nama

b. nomor Anggota

c. alamat

d. tanda tangan/cap jempol

e. pengesahan oleh pimpinan rapat

Tata tertib Rapat Anggota sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. judul dan nama Rapat Anggota;

b  waktu, hari, tanggal, jam dan tempat peny-
elenggaraan; '

c. dasar penyelen.ggaraan Rapat Anggota;

d. maksud dan tujuan serta acara Rapat Ang-
gota;

€. peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota;

f. hak dan kewajiban peserta rapat;

g. pimpinan rapat, serta hak dan kewajiban
pimpinan rapat;

h. tata cara pengambilan keputusan Rapat Ang- '
gota;

i, syarat—sya;at sahnya Rapat Anggota;

i. lembar pengesahan Rapat Anggota cleh pimp-

inan dan sekretaris rapat;

Pengurus menyelenggarakan Rapat Anggota den-

gan mempersiapkan sebagai berikut: :

a. waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan
dalam Rapat Anggota;

b. pembentukan panitia penyelenggara Rapat
Anggota;

c. penyusunan bahan rapat;

d. untuk memperlancar pelaksanaan Rapat Ang-
gota, pengurus dapat melaksanakan pra-
Rapat Anggota pada setiap kelompok anggota

e. penetapan rancangan agenda dan tata tertib
Rapat Anggota;

f. konsep Berita Acara dan pengambilan keputu-
san Rapat Anggota;

g. buku laporan pertanggungjawaban pengurus
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dan pengawas pada periode Tahun Buku yang
bersangkutan;
h. undangan beserta agenda, tata tertib Rapat
Anggota, buku laporan pertanggung- jawaban
. pengurus dan pengawas dan rencana kerja
pengurus dan pengawas yang wajib diterima
peserta paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal berlangsungnya Rapat Anggota;
-i. hal-hal yang sifatnya teknis, antara lain : ge-
dung, ruangan, tata letak, akomodasi dan
konsumsi.
{5) Pengawas bertugas mempersiapkan :
a. Laporan hasil pengawasan pada tahun buku
yang lampau;
b Rencana kerja tahun berjalan. -

Pasal 12
Rapat Anggota dilaksanakan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 11;

Bagian Kedua
Rapat Anggota Kelompok.
Pasal 13

(1) Rapat Anggota dapat dilaksanakan derigan meng-

gunakan sistem kelompok yang diatur dalam Ang-

garan Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan

Khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rapat Anggota kelompok dapat dilaksanakan
apabila jumlah anggota koperasi. lebih dari
500 (lima ratus} orang. ;

b. Hasil Rapat Anggota kelompok sefanjutnya
dibahas dalam Rapat Anggota paripurna.

Undangan beserta bahan disampaikan oteh pen-

gurus kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum tanggal berlangsungnya Rapat Anggota
kelompok;

{2)

Pasal 14
(1) Rapat Anggota kelompok, wajib dihadiri oleh
pengurus dan pengawas untuk secara langsung
menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban-
nya masing-?nasing,Rencana Kerja dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja koperasi.
{2) Rapat Anggota kelompok, dipimpin oleh ketua
dan sekretaris kelompok atau anggota kelompok
vang dipilih oleh Rapat Anggota kelompok.
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(3) Hasil Rapat Anggota kelompok yaitu keputusan,
saran dan usul anggota kelompok wajib dibuat
secara tertulis,

(4} Rapat Anggota kelompok menetapkan utusan/

wakil kelompok untuk menghadiri Rapat Anggota

paripurna secara tertulis, dengan jumlah sesuai
dengan yang ditetapkan didalam Anggaran Dasar/

Anggaran Rumah Tangga koperasi.

(6) Rapat Anggota kelompok dapat dilaksanakan
apabila anggota yang hadir mencapai kuorum dan
keputusan dinyatakan sah apabila sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
ini dan/atau dalam Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga koperasi, serta dibuatkan berita
acara rapat anggota kelompok dan dilampirkan
daftar hadir.

{6) Keputusan, saran dan usul kelompok, yang diser-

tai daftar hadir Rapat Anggota kelompok, disam-

paikan oleh utusan/wakil kelompok kepada pen-
gurus/panitia Rapat Anggota paripurna.

Rapat Anggota kelompok diselenggarakan selam-

bat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Ang-

gota paripurna dilaksanakan.

{8) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kan-
tor cabang, dalam pelaksanaannya dapat meng-
gunakan sistem kelompok atau perwakilan dan

(7)

harus dihadiri oleh peserta yang berstatus seb-
agai anggota koperasi serta tidak boleh diwakil-
kan.

Bagian Ketiga
Rapat Anggota Tertulis
Pasal 15

Rapat Anggjota tertulis dapat dilaksanakan
dengan sistem tertulis, jika tidak dimungkinkan un-
tuk menghadirkan anggota dalam satu tempat atau
hal lainnya,karena alasan keberadaan dan penyebaran
anggota, dengan ketentuan :

a. pengurus menyusun dan mengirimkan bahan rapat
secara Iehgkap, jelas, dan mudah dimengerti oleh
seluruh anggota, serta disertai dengan lembaran
tanggapan dan atau persetujuan setiap anggota,
yang dilengkapi dengan bukiti tanda terima setiap
anggota atau kelompok;

b. kepada para anggota diberi waktu paling lama 14
{empat belas} hari sejak bahan tersebut diterima
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untuk memberikan jawaban dari persecrangan
dengan menyertakan jawaban masing-masing
anggota, yang disertai daftar hadir yang ditan-
datangani cleh masing-masing anggota.
pengurus meneliti, membuat berita acara, dan
menyusun hasil tanggapan anggota atau kelom-
pok dan membuat kesimpulan;

keputusan atau kesimpulan“yang dibuat oieh pa-
nitia sah dan mengikat apabila jumlah jawaban
anggota yang masuk mencapai kuorum;dan
kesimpulan atau keputusan sah diterima apabila
disetujui atau ditolak oleh sejumlah anggota yang
memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan
dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat
Rapat Anggota Melalui Media Elektronik
Pasal 16

Rapat Anggota dapat juga dilakukan melalui’

media telekonferensi, video konferensi, atau sarana

media elektronik lainnya yang memungkinkan semua

peserta saling melihat dan mendengar serta berparti-

sipasi langsung datam Rapat Anggota, dengan keten-

tuan :

a.

(1)

Pengurus menyampaikan materi dan bahan rapat
kepada setiap anggota secara lengkap, jelas, dan
mudah dimengerti, selambat-lambatnya 7{tujuh)
hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.
Persyaratan kuorum dan sahnya pengambilan
keputusan Rapat Anggota adalah sebagaimana
diatur dalam 'Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga/Peraturan Khusus Koperasi.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada hurufb
di atas dihitung berdasarkan jumlah peserta yang
mengikuti Rapat Anggota melalui media telekon-
ferensi, video konferensi, atau sarana media elek-
tronik lainnya.

Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada hur-
uf ¢ wajib dibuatkan risalah rapat yang disetu-
jui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat
Anggota.

Pasal 17
Rapat Anggota koperasi sekunder harus dihadiri
oleh wakil-wakil dari koperasi anggotanya yang
telah mendapat mandat dari koperasinya secara

{2}

{3)

(1)

(3)

(4}

{5)

(6)

tertulis;

Anggota koperasi sekunder yang belum melak-
sanakan Rapat Anggota Tahunan tidak memiliki
hak suara dalam pengambilan keputusan apabila
hadir dalam Rapat Anggota Tahunan koperasi
sekunder;

Rapat Anggota koperasi sekunder dapat dilak-
sanakan secara tertulis maupun melalui media
elektronik.

BAB VI
KEPUTUSAN HASIL RAPAT
ANGGOTA DAN PELAPORAN
Pasal 18

Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota

koperasi diatur sebagai berikut:

a. ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk
mencapai mufakat; .

b. ditetapkan berdasarkan suara terbanyak {vot-
ing) apabila tidak diperoleh keputusan dengan
cara musyawarah.

Hak suara dalam Rapat Anggota koperasi diatur

sebagai berikut:

a. Pada koperasi primer setiap anggota mempu-
nyai hak 1 (satu} suara;

b. Pada koperasi sekunder diatur secara propor- |
sional (berimbang) sesuai denganjumlah ang-
gota koperasi pada koperasi primer yang ber-
sangkutan. )

c. Anggota koperasi sekunder yang menghadiri
Rapat Anggota dan memiliki hak suara adalah
koperasi yang telah menyelenggarakan Rapat
Anggota Tahunan. :

Keputusan hasil Rapat Anggota disusun oleh pa-

nitia dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara

dan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota di-

tandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat dan

salah satu wakil anggota;

Keputusan hasil Rapat Anggota yang bersifat

strategis dan mengikat seluruh anggeta dibuat

dan dicatatkan dalam register notaris;

Pengurus menyebarluaskan hasil keputusan

Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat

{4) kepada seluruh anggota;

Pengurus menetapkan kebijakan lebih lanjut un-

tuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota;
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Pasal 19
Hasil keputusan Rapat Anggota dilaporkan ke-
pada pejabat yang berwenang, paling lambat 1 (satu)
bulan setelah tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap peny'—
elenggaraan Rapat Anggota koperasi dilakukan
secara koordinatif, integratif, terpadu, dan ber-
kesinambungan oleh:

a. Kementerian yang membidangi koperasi di
tingkat pusat.

b. Pemerintah Daerah yang membidangi Kopera-
si dan UKM pada tingkat Provinsi/Didan Kabu-
paten/kota.

(2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan meli-
puti:

a. bimbingan dan kansultasi pelaksanaan Rapat

Anggota.

b. sosialisasi/pemasyarakatan/publikasi.

¢. pendampingan.

d. monitdring dan evaluasi.

(3) Untuk melindungi kepentingan koperasi, anggota,
dan pihak ketiga, maka terhadap koperasi yang ti-
dak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dike-
nakan sanksi administratif sebagai berikut :

a. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan
Rapat Anggota Tahunan sebanyak 1 ({satu)
kali diberi surat teguran atau peringatan tertu-
lis dari pejabat yang berwenang;

b. Bagi koperasi yang terlambat melaksakan
Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 (dua) kali
secara berturut-turut diberi surat teguran atau
peringatan tertulis dan ditembuskan kepada
Deputi Bidang Pengawasan dan pihak terkait
lainnya;

c. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat
Anggota Tahunan diberi surat teguran atau
peringatan tertulis; :

d. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat
Anggota Tahunan minimal 2 {dua} kali atau
lebih secara berturut-turut diberi surat perin-

gatan tertulis dan surat rencana pembubaran
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oleh pejabat yang berwenang.
(4) Pelantikan pengurus dan/atau pengawas tidak
wajib dilakukan cleh pejabat.

BAB iX
PENUTUP

Pasal 21
Dengan  berlakunya Peraturan  Menteri
ini,Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Namar 10/PER/M.KUKM/XII/2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraaan Rapat Anggota Koperasi

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22 ,
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri 0l dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

nesia.
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